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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. PPK merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, melalui partisipasi masyarakat dalam menyusun kegiatan pembangunan, yang memiliki cara kerja secara tersusun, mulai dari diseminasi informasi atau sosialisasi program, proses perencanaan kegiatan, seleksi kegiatan yang akan dilaksanakan,  pemilihan anggota tim pelaksana dan fasilitator di tingkat desa maupun kecamatan. PPK yang dilaksanakan di Kecamatan Karangsembung telah mengikuti sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang telah ditetapkan mulai dari diseminasi informasi melalui musyawarah yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat agar mengetahui seluruh tahapan-tahapan kegiatan PPK melalui pertemuan ini dilakukan pemilihan fasilitator desa (FD) yang terdiri atas satu orang FD laki-laki dan satu orang FD perempuan. Dalam proses perencanaan PPK di kecamatan Karangsembung, dilakukan pada rapat musyawarah desa (Musdes), dimana dalam musyawarah tersebut membahas usulan-usulan kegiatan pembangunan, yang diinginkan dari masyarakat dan menentukan pilihan terhadap jenis pembangunan yang ingin didanai.
2. Pengelolaan PPK sangatlah terorganisir, mulai dari tingkat nasional sampai tingkat pedesaan, dan pengelolaan PPK mengacu pada prinsip yang dianutnya yaitu transparansi, keberpihakan pada orang miskin, partisipasi dan pelibatan masyarakat serta kompetisi untuk dana. PPK yang telah dilaksanakan di Kecamatan Karangsembung mengacu pada prinsip PPK, salah satu contoh transparansi adalah, masyarakat mengetahui segala tahapan-tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, penyebarluasan informasi, pelaksanaan kegiatan sampai pengelolaan keuangan. Transparansi yang dianut dalam prinsip PPK yang diselenggarakan di kecamatan Karangsembung, yaitu bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat, mengetahui segala kegiatan pembangunan melalui PPK dan khususnya mengenai pengelolaan keuangan, atau anggaran dana yang di keluarkan untuk membiayai seluruh kegiatan PPK. Selain mengetahui segala kegiatan pembangunan, seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi dan masyarakat miskin, ikut serta dalam melaksanakan PPK yang dilaksanakan di kecamatan Karangembung. Di samping itu prinsip kompetisi dana memacu desa-desa yang memiliki potensi sumber-sumber daya dapat dimanfaatkan atau dikembangkan melalui PPK guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. pengelolaan PPK di Kecamatan Karangsembung telah terkoordinasi dengan baik, namun belum mencapai hasil yang maksimal. 

3. Penyaluran dan pencairan dana PPK sangatlah terperinci,  mulai dari pencairan dana yang dicairkan oleh Bank Indonesia, sampai penyaluran kepada rekening kolektif desa yang berada di kecamatan, Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun prasarana penunjang produktifitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Penyaluran dan pencairan dana PPK di kecamatan Karangsembung cukup lancar dan transparan. Untuk kecamatan Karangsembung penyaluran dana dicairkan melalui Bank BRI, masyarakat wajib mengetahui pencairan dan penyaluran anggaran dana PPK agar tidak terjadi penyelewengan dana tersebut.
4. Pemantauan dan pengawasan untuk mengawasi PPK dilakukan oleh semua lapisan masyarakat serta instansi pemerintah yang terkait yang melaksanakan PPK. Pemantauan dan pengawasan PPK yang dilaksanakan di kecamatan Karangsembung, seluruh lapisan masyarakat ikut serta dalam mengawasi tahapan-tahapan kegiatan PPK khususnya pengelolaan keuangan agar tidak terjadi penyelewengan dana. Selain masyarakat, pemerintah bersama konsultan serta fasilitator dari mulai tingkat nasional sampai tingkat desa berkewajiban juga dalam melakukan pemantauan dan pengawasan PPK guna mensukseskan program tersebut, serta mencapai tujuan PPK yaitu mensejahterakan masyarakat miskin yang berada di pedesaan.
5.2 Saran

1. Mengenai cara kerja PPK harus lebih di tingkatkan lagi agar pelaksanaan PPK berjalan berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah direncanakan serta mencapai tujuan yang ingin di capai juga mencapai sasaran yaitu mensejahterakan masyarakat miskin yang berada di pedesaan.

2. Pengelolaan PPK sudah terorganisir dengan baik akan tetapi perlu ditingkatkan lagi karena pengelolaan PPK belum banyak melibatkan   masyarakat miskin, serta pengelolaan PPK masih banyak terjadi penyelewengan dana yang tidak transparan. Jadi pengelolaan PPK masih banyak kekurangan tidak sesuai dengan prinsip yang dianutnya yaitu transparan dan keberpihakan pada masyarakat miskin.

3. Mengenai penyaluran dan pencairan dana PPK haruslah benar-benar transparan, seluruh lapisan masyarakat harus mengetahui jumlah dana yang di alokasikan untuk mendanai PPK dalam rangka mensejahterakan masyarakat agar tidak terjadi penyelewengan dana PPK.

4. Seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah serta instansi yang melaksanakan PPK berkewajiban memantau dan mengawasi setiap tahapan-tahapan kegiatan agar berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
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